
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4956);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Perhubungan tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan

Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 139 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMANNOMENKLATUR, TUGAS, DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT

DAERAHYANGMENYELENGGARAKAN

URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PERHUBUNGAN

MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBUK INDONESIA



4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1012);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 138 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan

Urusan Pemerintahan Perhubungan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1659);
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi

kewenangan Daerah.

2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu

gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

3. Perangkat Daerah Kabupaterr/Kota adalah unsur

pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten /Kota dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Kabupaten / Kota.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerin tahan oleh Pemerin tah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prmsip otonomi seluas

luasnya dalam sistem dan prmsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

BAB I

KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR,TUGAS,

DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG

MENYELENGGARAKANURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERHUBUNGAN.
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Pasal2

(1) Perangkat Daerah Provinsi yang merupakan unsur

pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Provinsi untuk urusan pemerintahan bidang

perhubungan berbentuk Dinas Daerah Provinsi.

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

BABII

BENTUK,TIPE, DANNOMENKLATURPERANGKATDAERAH

YANGMENYELENGGARAKAN

URUSANPEMERINTAHANBIDANGPERHUBUNGAN

atauprovlnslpemerintahanpelaksana urusan

kabupaten j'kota.

6. Kepulauan adalah daerah yang memiliki karakteristik

secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari

daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang

membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu

kesatuan geografis dan sosial budaya.

7. Daratan adalah daerah yang memiliki karakteristik

secara geografis dengan wilayah daratan lebih luas dad

lautan dan merupakan satu kesatuan geografis dan

sosial budaya.

8. Tipologi adalah pengelompokan perangkat daerah

berdasarkan tipe atau jenis yang didasarkan pada hasil

pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan

hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota setelah

dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.

9. Kepala Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang merrnmpm pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

11. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan un sur
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menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang

perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(I) disebut Dinas Perhubungan Provinsi.

(2) Nomenklatur Dinas Daerah Kabupaterr/Kota yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) disebut Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

yangProvinsiDaerahDinas(1) Nomenklatur

Pasa14

Bagian Ketiga

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasa13

(1) Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah

Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dibedakan atas:

a. Tipe A;

b. Tipe B; dan

c. Tipe C.

(2) Penentuan tipe Dinas daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berdasarkan atas hasil pengukuran

intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

perhubungan yang diatur dengan Peraturan Menteri

Perhubungan tersendiri.

Bagian Kedua

Tipe Perangkat Daerah

(2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan

unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaterr/Kota untuk urusan pemerintahan bidang

perhubungan berbentuk Dinas Daerah Kabupateri/Kota.
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Pasa18

(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi dan

Dinas Perhubungan Kabupaten /Kota didasarkan atas

pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan

kewenangan dari Urusan Perhubungan.

Pasa17

(1) Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan

Kabupaterr/Kota Tipe C masing-masing terdiri atas 1

(satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasa16

(1) Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan

Kabupateri/Kota Tipe B masing-masing terdiri atas 1

(satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasa15

(1) Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan

Kabupaten/Kota Tipe A masing-masing terdiri atas 1

(satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

BABIII

SUSUNANORGANISASI,TUGAS,DANFUNGSI
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(2) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),terbagi atas:
a. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi

Tipe A pada wilayah geografis kepulauan dengan
fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan
pelayaran;

b. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe B pada wilayah geografis kepulauan dengan
fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan

pelayaran;
c. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi

Tipe C pada wilayah geografis kepulauan dengan
fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan
pelayaran;

d. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe A pada wilayah geografis daratan dengan fokus
sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan
pelayaran;

e. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe B pada wilayah geografisdaratan dengan fokus
sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan

pelayaran;
f. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi

Tipe C pada wilayah geografis daratan dengan fokus

sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan
pelayaran;

g. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe A pada wilayah geografis daratan dengan fokus
sub urusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran,
dan perkeretaapian;

h. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe B pada wilayah geografisdaratan dengan fokus
sub urusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran,

dan perkeretaapian;
1. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi

Tipe C pada wilayah geografis daratan dengan fokus
sub urusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran,
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· .masmg-masmg.

· .masmg-masmg;

e. Susunan organisasi Dinas Perhubungan

Kabupaterr/Kota Tipe B pada wilayah geografis

daratan dengan fokus sub urusan sesuai dengan

moda transportasi yang dilayani pad a wilayah

masing-masing; dan

f. Susunan orgarusasr Dinas Perhubungan

Kabupaterr/Kota Tipe C pada wilayah geografis

daratan dengan fokus sub urusan sesuai dengan

moda transportasi yang dilayani pada wilayah

· .masmg-masmg;

c. Susunan orgarusast Dinas Perhubungan

Kabupaterr/Kota Tipe C pada wilayah geografis

kepulauan dengan fokus sub urusan sesuai dengan

moda transportasi yang dilayani pada wilayah

masing-masing;

d. Susunan organisasi Dinas Perhubungan

Kabupaterr/ Kota Tipe A pada wilayah geografis

daratan dengan fokus sub urusan sesuai dengan

moda transportasi yang dilayani pada wilayah

dan perkeretaapian;

(3) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbagi atas:

a. Susunan orgarusasi Dinas Perhubungan

Kabupaten/Kota Tipe A pada wilayah geografis

kepulauan dengan fokus sub urusan sesuai dengan

moda transportasi yang dilayani pada wilayah

masing-masing;

b. Susunan organisasi Dinas Perhubungan

Kabupaten/Kota Tipe B pada wilayah geografis

kepulauan dengan fokus sub urusan sesuai dengan

moda transportasi yang dilayani pad a wilayah
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ParagrafKedua
Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota

provmsi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu
lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran,
dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah
dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah

provinsi;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi;

dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Dinas Daerah provinsi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan

penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan

Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah

provinsi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan

penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan

Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Pasal9

Dinas Perhubungan Provinsi mempunyai tugas membantu

gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang

perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Paragraf Kesatu

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi
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Pasal 13

(1) Contoh susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi

dan Dinas Perhubungan Kabupaten./Kota, serta tugas

dan fungsi unit kerja pada Dinas Perhubungan Provinsi

dan Dinas Perhubungan Kabupaten /Kota sebagaimana

tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

kota terkait dengan tugas dan fungsinya,

PerhubunganDinaspelaksanaan administrasi

Kabupaten /Kota; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali

d.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasa1 11, Dinas Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan

penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan

Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Kabupatcrr/Kota;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan

penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan

Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Kabupaten /Kota:

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu

lintas dan angkutan jalan , perkeretaapian, pelayaran,

dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah

dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Kabupaten / Kota;

Pasal 11

Dinas Perhubungan Kabupaterr/Kota mempunyai tugas

membantu bupati/wali kota melaksanakan Urusan

Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada

Daerah Kabupaten/Kota.
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Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, organisasi

dan tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas

Perhubungan Kabupaten/Kota disesuaikan berdasarkan

ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam)

bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal14

(1) Pada Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas

Perhubungan Kabupaterr/ Kota dapat dibentuk unit

pelaksana teknis Dinas Perhubungan untuk

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau

kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) Pembentukan unit pelaksana teknis Dinas

Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Pembentukan unit pelaksana teknis Dinas

Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

dilaksanakan berdasarkan hasil penghitungan

analisis beban kerja organisasi.

BABIV

KETENTUANLAIN-LAIN

(2) Penerapan contoh susunan organisasr Dinas

Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan

Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(I) dapat disesuaikan dengan pertimbangan atas:

a. Ketersediaan dan kompleksitas pelayanan

moda transportasi yang menjadi kewenangan

Daerah Provinsi atau Kabupaterr/Kota;

b. Efektivitas dan efisiensi APBD;dan

c. Pelimpahan pelayanan perizinan kepada unit

pelayanan terpadu satu pintu daerah

Provinsi/Kabupaten /Kota.
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~A_L~IR~ HUKUM

SRILESTARIRAHl:u
Pembina Utama Muda (IVIe)
NIP. 19620620 198903 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1660

WIDODO EKATJAHJANA

DIREKTUR JENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 05 November 2016

BUDI KARYASUMADI

ttd

MENTERIPERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 02 November 2016

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

memerintahkanAgar setiap orang mengetahuinya,

Pasal 16

Peraturan Menteri iru mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

BABV

KETENTUAN PENUTUP
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CONTOH SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATENjKOTA, SERTA TUGAS DAN FUNGSI

UNIT KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATENjKOTA

PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

URUSANMENYELENGGARAKANYANG

FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2016NOMORPM

TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS, DAN

LAMPIRAN

PERATURANMENTERIPERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA
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KEPALA

SEKRETARIAT

I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN

PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN EVALUASI KEUANGAN DAN UMUM

I 1 I I
BIDANG LALU BIDANG ANGKUTAN BIDANG BIDANG ANGKUTAN
LINTAS JALAN JALAN KEPELABUHANAN PELAYARAN

I I I I

SEKSI SEKSIANOKUTAN SEKSI SEKSI BADAN USAHA
~ MANAJEMEN LALU I- ORANO DALAM - PEMBANGUNAN ,__ DAN JIISA TERKilIT

TRAYEK DAN ANGKUTAN
LINTAS JALAN TERMINAL PELABUHAN PEl-AYARAN

SEKSI REKAYASA SEKSI ANOKUTAN SEKSI SEKSIANGKUTAN
I- LAW LJNTAS I- ORANG TIDAK DALIIM - PENGERUKAN DAN I-- PELAYARANTRAYEKDAN REKLAMASIJALAN ANGKUTIIN BARANG PELABUHAN RAKYAT

SEKSI SEKSJ PEMADUAN SEKSJ PENG- SgKSIANOKUTAN
KESELAMATAN OPERASIAN DAN SUNGAI, DANAU.'- LAW LINTAS DAN

,__ MODA DAN ,__
PENGELOLAAN --- DAN

ANGKUTAN JALAN PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

1. Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas
Perhubungan Provinsi Tipe A pada WilayahGeografisKepulauan dengan
Fokus Sub Urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayaran.
a. Susunan Organisasi
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3) Tugas Subbagian Keuangan

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan

dan pengelolaan barang milikjkekayaan daerah.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana rencana,

program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas

Perhubungan Provinsi.

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,

anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas

Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi

kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sarna, hubungan

masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang

undangan;

(5) pengelolaan barang milikjkekayaan daerah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

menyelenggarakan fungsi:

Sekretariattugas,melaksanakan

Fungsi

Dalam

b)

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit orgi3.nISaSI di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b. Tugas dan Fungsi
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6) Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan

manajemen lalu lintas jalan, dan persetujuan hasil analisis

dampak lalu lintas pada jalan provinsi.

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang manajemen dan rekayasa lalu Iintas, dan

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan

angkutan jalan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas Jalan

menyelenggarakan fungsi:

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas jalan.

5) Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas Jalan

kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,

kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan

dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta

penyusunan peraturan perundang-undangan.

urusan

Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan

4)
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(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

angkutan orang dan barang, serta pemaduan

moda dan pengembangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang angkutan orang dan barang, serta

pemaduan moda dan pengembangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang angkutan orang dan barang, serta

pemaduan moda dan pengembangan; dan

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan Jalan

menyelenggarakan fungsi:

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang angkutan jalan.

9) Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan J alan

8) Tugas Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan

inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik

fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi

manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,

fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan

angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum

dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum

oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

7) Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan

perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan teknologi

informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.
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12) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan

angkutan pemaduan moda, rencana umum jaringan trayek,

perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas

1 (satu) daerah kabupaten Zkota dan pedesaan yang

melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah

provinsi, fasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitasi

perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui

batas 1 (satu) daerah provinsi, rencana induk jaringan lalu

lintas dan angkutan jalan provinsi, penetapan rencana induk

perkeretaapian provinsi, penetapan rencana induk dan

DLKRjDLKP pelabuhan pengumpan regional, pengelolaan

11) Tugas Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan

Angkutan Barang

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan

wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dalam kawasan

perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah

kota/Icabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi, perizinan

angkutan orang angkutan antar jemput antarkota dalam

provinsi, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan

barang lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah

provinsi, teknologi informasi angkutan jalan, serta fasilitasi

perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya.

10) Tugas Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan

terminal tipe B, rencana umum jaringan trayek antarkota

dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam trayek di

jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan

orang dalam trayek, fasilitasi perizinan angkutan orang dalam

trayek antarkota antarprovinsi.

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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14) Tugas Seksi Pembangunan Pelabuhan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pembangunan, penerbitan izm pembangunan pelabuhan

pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan

untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan

dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani

trayek lintas daerah kabupateri/ kota dalam 1 (satu) daerah

provmsl.

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

pembangunan, pengerukan, reklamasi,

pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,

pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,

pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepelabuhanan

menyelenggarakan fungsi:

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang kepelabuhanan.

13) Tugas dan Fungsi Bidang Kepelabuhanan

data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi

manajemen dan komunikasi transportasi, serta

pengembangan transportasi.
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(l) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

badan usaha dan jasa terkait angkutan

pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan

angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Usaha Angkutan

Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

a) Tugas

Melaksanakan penytapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang angkutan pelayaran.

17) Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Pelayaran

16) Tugas Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan

regional, perizinan pengoperasian pelabuhan dan perizinan

pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan

pengumpan regional, serta perizinan pengelolaan terminal

untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKrjDLKp

pelabuhan pengumpan regional.

15) Tugas Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

pekerjaan pengerukan di wilayah perarran pelabuhan

pengumpan regional, serta perizinan reklamasi di wilayah

perairan pelabuhan pengumpan regional.
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20) Tugas Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

19) Tugas Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan

atau badan usaha yang berdornisili dan yang beroperasi pada

lintas pelabuhan antar-Daerah kabupatenj'kota dalam Daerah

provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan

internasional.

18) Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan

Pelayaran

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili

dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar

daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi, serta

perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, Jasa

pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan,

penyewaan perala tan angkutan laut atau perala tan jasa

terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti

kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam

wilayah Provinsi.

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan

pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan

angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan

pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan

angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

dan
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KEPALA

SEKRETARIAT

I I
SUBBAGIAN SUBBAGlAN

PERENCANAAN KEPEGAWAlAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM

I I
BIDANG LALU BIDANG BIDANG ANGKUTANLlNTAS DAN KEPELABUHANAN PELAYARANANGKUTAN JALAN

I I
SEKSI SEKSI BADAN USAHA

~ SEKSI LAW f-- PEMBANGUNAN ~ DAN JASA TERKA1T
LINTAS JALAN ANGKUTAN

PELABUHAN PELAYARAN

SEKSI SEKSI ANGKUTAN
I-- SEKSIANOKUTAN - PENGERUKAN DAN I-- PELAYARAN

DAN TERMINAL REKLAMASI RAKYATPELABUHAN

SEKSJPEMADUAN SEKSI PENO- SEKSIANGKUTAN
OPERASIANDAN SUNGAI, DANAU,- MODA DAN '--
PENOELOLAAN

'-- DAN
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

2. Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas

Perhubungan Provinsi Tipe B pada Wilayah Geografis Kepulauan

dengan Fokus Sub Urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayaran

a. Susunan Organisasi

pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam

daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi

dan / atau jaringan jalur penyeberangan provinsi, penetapan

lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian

untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas

pelabuhan antar daerah kabupaterr/ kota dalam daerah

provmsi yang terletak pada jarmgan jalan provinsi

darr/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi, serta tarif

angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan

kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan

antar daerah kabupatcn /kota dalam daerah provinsi.

persetujuandanpenyeberanganlintaspenetapan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
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menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rene ana, program,

anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas

Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang

meliputi kepegawaian, ketatausahaan,

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sarna,

hubungan masyarakat, kearsipan, dan

dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4) koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan;

(5) pengelolaan barang miliky kekayaan daerah;

dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2) Tugas Subbagian Pereneanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan reneana

reneana, program, anggaran, pelaksanaan urusan

keuangan dan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah,

evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.

3) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sarna, hubungan rnasyarakat,

kearsipan, dan dokurnentasi, penataan organisasi dan tata

laksana, serta penyusunan peraturan perundang

undangan.

Sekretariattugas,melaksanakanDalam

b. Tugas dan Fungsi

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi
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pengembangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5) Tugas Seksi Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, persetujuan hasil

analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi, penyediaan

perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan

teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

6) Tugas Seksi Angkutan dan Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan terminal tipe B, rencana umum jaringan trayek

antarkota dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam

trayek di jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas

ekonomi angkutan orang dalam trayek, fasilitasi perizinan

bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan,

terminal, pemaduan moda, dan

pengembangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan,

terminal, pemaduan moda, dan

pengembangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

danmoda,pemaduanterminal,

4) Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a) Tugas

Melaksanakan penYlapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan,
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angkutan orang dalam trayek antarkota antarprovinsi,

penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi

dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasmya

melampaui daerah kotaj kabupaten dalam 1 (satu) Daerah

provinsi, perizinan angkutan orang angkutan antar jemput

antarkota dalam provinsi, penyediaan angkutan umum

untuk jasa angkutan barang lintas daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) daerah provmsl, teknologi informasi

angkutan jalan, serta fasilitasi perizinan angkutan orang

tidak dalam trayek lainnya.

7) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan angkutan pemaduan moda, rencana umum

jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan

yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan

pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten

dalam 1 (satu) daerah provinsi, fasilitasi angkutan perintis

dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan

pedesaan yang melampaui batas 1 (satu}'daerah provinsi,

rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan

provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi,

penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan

pengumpan regional, pengelolaan data dan informasi

transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan

komunikasi transportasi, serta pengembangan

transportasi.

8) Tugas dan Fungsi Bidang Kepelabuhanan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang kepelabuhanan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepelabuhanan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,
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pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,

pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,

pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;

dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

9) Tugas Seksi Pembangunan Pelabuhan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan

pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan

untuk pelabuhan pengumpan regional, serta pembangunan

dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani

trayek lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi.

10) Tugas Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan

pengumpan regional, serta perizinan reklamasi di wilayah

perairan pelabuhan pengumpan regional.

11) Tugas Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan

regional, perizinan pengoperasian pelabuhan dan perizinan

pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan

pengumpan regional, serta perizinan pengelolaan terminal

untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKrjDLKp

pelabuhan pengumpan regional.
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12) Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Pelayaran

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pe1aksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang angkutan pelayaran.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan

Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan

pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan

angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan

pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan

angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan

pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan

angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

13) Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan

Pelayaran

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdornisili

dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar

daerah kabupaterr/kota dalam wilayah daerah Provinsi,

serta perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang,

Jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan

pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau

peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri

dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah

kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.
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14) Tugas Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang

perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang

beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah

kabupaten Zkota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar

Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional.

15) Tugas Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan

pengoperasian kapal antar daerah kabupaterr/Icota dalam

daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi

darr/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi, penetapan

lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian

untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas

pelabuhan antar daerah kabupaterr/ kota dalam daerah

provinsi yang terletak pada jaringan jalan provmsi

dan / atau jaringan jalur penyeberangan provinsi, serta tarif

angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan

kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan

antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi.
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menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,

anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas

Sekretariattugas,

SEKS[ PEMADUAN
MODADAN

PENGEMBANGAN

b. Tugas dan Fungsi

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi

SEKSI ANGKUTAN
DAN TERMINAL

I-

SEKSI ANGKUTAN
PELAYARAN RAKYAT

DAN ANGKUTAN
SUNGA1, DANAU, DAN
PENYEB£RANGAN

SEKSI LALO
LlNTAS JALAN

SEKSI 8ADAN USAHA
DAN JASA TERKA1T

ANGKUTAN
PELAYARAN

I

SEKSI
KEPELABUHANAN

BIDANG LALU
LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN

BIDANG
PELAYARAN

I

SUBBAGIAN
KEPEGAWAlAN
DAN UMUM

SU8BAGIAN
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

melaksanakanDalam

SEKRETARIAT

KEPALA

3. Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas

Perhubungan Provinsi Tipe C pada Wilayah Geografis Kepulauan

dengan Fokus Sub Urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayaran

a. Susunan Organisasi
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danmoda,pemaduanterminal,

undangan.

4) Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan· bahan perumusan kebijakan di

bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan,

serta penyusunan peraturan perundang-laksana,

kerumahtanggaan, kerja sarna, hubungan masyarakat,

kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata

keuangan,ketatausahaan,kepegawaian,

perundang-undangan;

(5) pengelolaan barang milikjkekayaan daerah;

dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuar dengan tugas dan

fungsinya.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan

keuangan dan pengelolaan barang milikj kekayaan daerah,

evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi,

3) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

peraturanpenyusunandankoordinasi(4)

dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang

meliputi kepegawaian, ketatausahaan,

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sarna,

hubungan masyarakat, kearsipan, dan
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pengembangan;dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5) Tugas Seksi Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, persetujuan hasil

analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi, penyediaan

perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan

teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

6) Tugas Seksi Angkutan dan Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan terminal tipe B, reneana umum jaringan trayek

antarkota dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam

trayek di jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas

ekonomi angkutan orang dalam trayek, fasilitasi perizinan

angkutan orang dalam trayek antarkota antarprovinsi,

penetapan wilayah operasi dan perizinan angku tan taksi

dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasmya

melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah

provinsi, perizinan angkutan orang angkutan antar jemput

antarkota dalam provinsi, penyediaan angkutan umum

untuk jasa angkutan barang lintas daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) daerah provinsi, teknologi informasi

angkutan jalan, serta fasilitasi perizirian angkutan orang

tidak dalam trayek lainnya.

bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan,

terminal, pemaduan moda, dan

pengembangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan,

terminal, pemaduan moda, dan

pengembangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
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7) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan angkutan pemaduan moda, rencana umum

jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan

yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaterr/kota dan

pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten

dalam 1 (satu) daerah provinsi, fasilitasi angkutan perintis

dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan

pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi,

rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan

provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi,

penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan

pengumpan regional, pengelolaan data dan informasi

transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan

komunikasi transportasi, serta pengembangan

transportasi.

8) Tugas dan Fungsi Bidang Pelayaran

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang pelayaran.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa

terkait angkutan pelayaran, angkutan

pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,

danau, dan penyeberangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa

terkait angkutan pelayaran, angkutan

pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,

danau, dan penyeberangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
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terkait angkutan pelayaran, angkutan

pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,

danau, dan penyeberangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

9) Tugas Seksi Kepelabuhanan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan

pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan

untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan

dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani

trayek lintas daerah kabupaterr/ kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah

perairan pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan

reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan

regional, perizinan usaha badan usaha pelabuhan di

pelabuhan pengumpan regional, perizinan pengoperasian

pelabuhan dan perizinan pengoperasian pelabuhan selama

24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional, serta

perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri

(TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan

regionaL

10) Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan

Pelayaran

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili

dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar

daerah kabupaten Zkcta dalam wilayah daerah Provinsi,

serta perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang,

J asa pengurusan transportasi, angkutan perairan

pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau

peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri

dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah

kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.
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antarbeserta muatannya pada lintas penyeberangan

daerah kabupaten Zkota dalam daerah provinsi.

11) Tugas Seksi Angkutan Rakyat, dan Angkutan Sungai,

Danau, dan Penyeberangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang

perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang

beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah

kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar

Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional, penetapan

lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal

antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang

terletak pada jaringan jalan provinsi darr/ atau jaringan

jalur penyeberangan provinsi, penetapan lintas

penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk

kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar

daerah kabupaten / kota dalam daerah provinsi yang

terletak pada jaringan jalan provinsi darr/atau jaringan

jalur penyeberangan provmsl, serta tarif angkutan

penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan
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menyelenggarakan fungsi:

Sekretariattugas,melaksanakanDalam

b. Tugas dan Fungsi

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi

KEPALA

SEKI~ETARIAT

I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAOIAN

PERENCANAAN KEUANGAN KEPEOAWAIAN
DAN EVALUASI DAN UMUM

I L I I
BIDANG LALU BIDANG ANGKUTAN BIDANG BIDANG ANGKUTAN
LINTAS JALAN JALAN KEPELABUHANAN PELAYARAN

I I I I
SEKSI SEKSIANOKUTAN SEKSI SEKSI BADAN USAHA

- MANAJEMEN LALU ~ ORANG DALAM ~ PEMBANOUNAN ~ DAN JASA TERKAlT
TRAYEl( DAN ANGKUTAN

LlNTAS JALAN TERMINAL PELABUHAN PELAYARAN

SEKSIR8KAYASA SEKSI i\NOKUTAN SEKS[ SEKSI ANGKUTAN
r-- LALU LlNTAS t- ORANG TIDAK DALAM ~ PENGERUKAN DAN ~ PELAYARANTRAYEKDAN REKLAMASIJALAN ANGKUTAN BARANO PELABUHAN RAKYAT

SEKSI SEKSI PEMADUAN SEKSI PENG- SEKSI ANGKUTAN
'--

KESELAMATAN ....._ MODADAN '--
OPERASfAN DAN

'-- SUNGAI, DANAU,
LALU LINTAS DAN PENGELOLAAN DAN
ANGKUTAN JALAN PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

4. Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas

Perhubungan Provinsi Tipe A pada Wilayah Geografis Daratan dengan

fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran

a. Susunan Organisasi

- 35 -



masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4) koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang- undangan;

(5) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuar dengan tugas dan

fungsinya.

2) Tugas Subbagian Pereneanaan dan Evaluasi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas

Perhubungan Provinsi.

3) Tugas Subbagian Keuangan

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.

4) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata

laksana, serta penyusunan peraturan perundang

undangan.

5) Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas Jalan

a) Tugas

Melaksanakan penytapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang lalu lintas jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas

Jalan menyelenggarakan fungsi:

keuangan,

hubungan

kepegawaian, ketatausahaan,

kerumahtanggaan, kerja sama,

(1) koordinasi penyusunan reneana, program,

anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas

Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
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(1) penyrapan bahan perumusan kebijakan di

bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas,

dan keselamatan lalu lintas dan angkutan

jalan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas,

dan keselamatan lalu lintas dan angkutan

jalan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas

dan angkutan jalan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuat dengan tugas dan

fungsinya.

6) Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, dan persetujuan

hasil analisis dampak lalu lintas padajalan provinsi.

7) Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan

penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas

jalan.

8) Tugas Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan

inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik

fungsi jalan keselamatan saran a dan prasarana, fasilitasi

manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,

fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas

dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan

umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan

hukum oleh PPNSdi bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
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,

9) Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Jalan

a) Tugas

Melaksanakan penYlapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang angkutan jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan Jalan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang angkutan orang dan barang, serta

pemaduan moda dan pengembangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang angkutan orang dan barang, serta

pemaduan moda dan pengembangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang angkutan orang dan barang, serta

pemaduan moda dan pengembangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

10) Tugas Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan terminal tipe B, rencana umum jaringan trayek

antarkota dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam

trayek di jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas

ekonomi angkutan orang dalam trayek, fasilitasi perizinan

angkutan orang dalam trayek antarkota antarprovinsi.

11) Tugas Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan

Angkutan Barang

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi

dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya

melampaui daerah kotaj'kabupaten dalam 1 (satu) Daerah

provinsi, perizinan angkutan orang angkutan antar jemput

antarkota dalam provinsi, penyediaan angkutan umum
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transportasi.

13) Tugas dan Fungsi Bidang Kepelabuhanan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang kepelabuhanan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepelabuhanan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,

pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,

pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,

pengembangansertatransportasi,komunikasi

untuk jasa angkutan barang lintas daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) daerah provinsi, teknologi informasi

angkutan jalan, serta fasilitasi perizinan angkutan orang

tidak dalam trayek lainnya.

12) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan angkutan pemaduan moda, rencana umum

jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan

yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaterr/kota dan

pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten

dalam 1 (satu) daerah provinsi, fasilitasi angkutan perintis

dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan

pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi,

rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan

provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi,

penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan

pengumpan regional, pengelolaan data dan informasi

transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan
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pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;

dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

14) Tugas Seksi Pembangunan Pelabuhan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan

pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan

untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan

dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani

trayek lintas daerah kabupatenj kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi.

15) Tugas Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan

pengumpan regional, serta perizinan reklamasi di wilayah

perairan pelabuhan pengumpan regional.

16) Tugas Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan

Me1akukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan

regional, perizinan pengoperasian pelabuhan dan perizinan

pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan

pengumpan regional, serta perizinan pengelolaan terminal

untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKrjDLKp

pelabuhan pengumpan regional.

17) Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Pelayaran

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang angkutan pelayaran.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Usaha

Angkutan Pelayaran menyelenggarakan fungsi:
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(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan

pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan

angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan

pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan

angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan

pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan

angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

18) Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan

Pelayaran

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili

dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar

daerah kabupaten Zkota dalam wilayah daerah Provinsi,

serta perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang,

Jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan

pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau

peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri

dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah

kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.

19) Tugas Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang

perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang

beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah

kabupaten./kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar

Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional.
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20) Tugas Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan

pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam

daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi

darr/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi, penetapan

lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian

untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas

pelabuhan antar daerah kabupaterr/ kota dalam daerah

provinsi yang terletak pada .iaringan .ialan provmsi

dan / atau jaringan jalur penyeberangan provinsi, serta tarif

angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan

kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan

antar daerah kabupaterr/kota dalam daerah provinsi.
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menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,

anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas

Sekretariattugas,melaksanakanDalam

b. Tugas dan Fungsi

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi

KEPALA

SEKRETARIAT

I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN

PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM

I I
BIDANG LALU BIDANG ANGKUTAN BIDANG
LINTAS JALAN JALAN PELAYARAN

I I
SEKSI SEKSIANGKUTAN- MANAJEMEN LALU I- ORANGDALAM I- SEKSI

TRAYEKDAN KEPELABUHANANUNTAS JALAN TERMINAL

SEKSIREKAYASA SEKSl ANGKUTAN SEKS[ EADAN USAHA

- LALU LINTAS - ORANG TIDAK DALAM I- DAN JASA TERKA[T
TRAYEK DAN ANGKUTAN

JALAN ANOKUTAN BARANG PELAYARAN

SEKSI SEKS[ ANOKUTAN
KESELAMATAN SEKSI PEMADUAN PELAYARAN RAKYAT- LALU LINTAS DAN - MODA DAN '-- DAN ANGKUTAN

ANGKUTANJALAN PENGEMBANGAN SUNGA[, DANAU, DAN
PENYEBERANGA N

5. Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas

Perhubungan Provinsi Tipe B pada Wilayah Geografis Daratan dengan

Fokus Sub Urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayaran

a. Susunan Organisasi
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undangan.

4) Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas Jalan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang lalu lintas jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas

Jalan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas,

dan keselamatan la1u lintas dan angkutan

serta penyusunan peraturan perundang-laksana,

kerumahtanggaan, kerja sarna, hubungan masyarakat,

kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata

keuangan,ketatausahaan,kepegawaian,

perundang- undangan;

(5) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;

dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan

keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah,

evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.

3) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penympan bahan pelaksanaan urusan

peraturanpenyusunandankoordinasi(4)

dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang

meliputi kepegawaian, ketatausahaan,

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sarna,

hubungan masyarakat, kearsipan, dan
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jalan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas,

dan keselamatan lalu lintas dan angkutan

jalan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas

dan angkutan jalan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5) Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, dan persetujuan

hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi.

6) Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Me1akukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan

penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas

jalan.

7) Tugas Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Melakukan penyiapan bah an perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan

inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik

fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi

manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,

fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas

dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan

umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan

hukum oleh PPNSdi bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

8) Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Jalan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang angkutan jalan.
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b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan Jalan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang angkutan orang dan barang, serta

pemaduan moda dan pengembangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang angkutan orang dan barang, serta

pemaduan moda dan pengembangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang angkutan orang dan barang, serta

pemaduan moda dan pengembangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

9) Tugas Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan terminal tipe B, rencana umum jaringan trayek

antarkota dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam

trayek di jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas

ekonomi angkutan orang dalam trayek, fasilitasi perizinan

angkutan orang dalam trayek antarkota antarprovinsi.

10) Tugas Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan

Angkutan Barang

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi

dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya

melampaui daerah kota/Icabupaten dalam 1 (satu) Daerah

provinsi, perizinan angkutan orang angkutan antar jemput

antarkota dalam provinsi, penyediaan angkutan umum

untuk jasa angkutan barang lintas daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) daerah provinsi, teknologi informasi

angkutan jalan, serta fasilitasi perizinan angkutan orang

tidak dalam trayek lainnya.

11) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan
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danau, dan penyeberangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa

terkait angkutan pelayaran, angkutan

pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,

danau, dan penyeberangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa

terkait angkutan pelayaran, angkutan

pelayaran, angkutan

dan angkutan sungru,

terkait angkutan

pelayaran rakyat,

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan angkutan pemaduan moda, rencana umum

jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan

yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupatenjkota dan

pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten

dalam 1 (satu) daerah provinsi, fasilitasi angkutan perintis

dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan

pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi,

rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan

provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi,

penetapan rencana induk dan DLKRjDLKP pelabuhan

pengumpan regional, pengelolaan data dan informasi

transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan

komunikasi transportasi, serta pengembangan

transportasi.

12) Tugas dan Fungsi Bidang Pelayaran

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang pelayaran.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
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pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,

danau, dan penyeberangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

13) Tugas Seksi Kepelabuhanan

Melakukan penyiapan bahan perurnusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pernbangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan

pengumpan regional, perizinan pengernbangan pelabuhan

untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pernbangunan

dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang rnelayani

trayek lintas daerah kabupatenj kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah

perairan pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan

reklarnasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan

regional, perizinan usaha badan usaha pelabuhan di

pelabuhan pengumpan regional, perizinan pengoperasian

pelabuhan dan perizinan pengoperasian pelabuhan selama

24 jam untuk pelabuhan pengurnpan regional, serta

perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri

(TUKS) di dalam DLKrjDLKp pelabuhan pengurnpan

regional.

14) Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan

Pelayaran

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili

dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar

daerah kabupatenjkota dalarn wilayah daerah Provinsi,

serta perizinan usaha jasa terkait bongkar rnuat barang,

J asa pengurusan transportasi, angkutan perairan

pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau

peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally rnandiri

dan depo peti kemas pelabuhan an tar daerah

kabupatenjkota dalarn wilayah Provinsi.
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antarbeserta muatannya pada lintas penyeberangan

daerah kabupatenjkota dalam daerah provinsi.

15) Tugas Seksi Angkutan Rakyat, dan Angkutan Sungai,

Danau, dan Penyeberangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang

perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang

beroperasi pada lintas pe1abuhan antar-Daerah

kabupatenjkota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar

Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional, penetapan

lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal

antar daerah kabupatenjkota dalam daerah provinsi yang

terletak pada jaringan jalan provinsi danj atau jarmgan

jalur penyeberangan provinsi, penetapan lintas

penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk

kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar

daerah kabupatenj kota dalam daerah provinsi yang

terletak pada jaringan jalan provinsi danj atau jaringan

jalur penyeberangan provmsi, serta tarif angkutan

penyeberangan penumpang kelas ekonorni dan kendaraan
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menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,

anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas

Sekretariattugas,

-

b. Tugas dan Fungsi

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi

SEKSI PEMADUAN
MODA DAN

PENGEMBANGAN

SIOKSIANGKUTAN
PELAYARAN RAKYAT

DAN ANGKUTAN
SUNGAI. DANAU, DAN

PENYEBERANGAN

SEKSI ANGKUTAN
DAN TERMINAL

SEKSI BAOAN USAHA
DAN JASA TERKAIT

ANGKUTAN
PELAYARAN

SEKSILALU
LINTAS JALAN

SEKSI
KEPELA8UHANAN

I I

BIDANGLALU
LINTAS DAN

ANGKUTANJALAN

BIDANG
PELAYARAN

I

SUBBAGfAN
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN
DANUMUM

melaksanakanDalam

SEKRETARIAT

KEPALA

6. Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas

Perhubungan Provinsi Tipe C pada Wilayah Geografis Daratan dengan

fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran

a. Susunan Organisasi
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danmoda,pemaduanterminal,

undangan.

4) Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan,

serta penyusunan peraturan perundang-laksana,

kerumahtanggaan, kerja sarna, hubungan masyarakat,

kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata

keuangan,ketatausahaan,kepegawaian,

perundang-undangan;

(5) pengelolaan barang milikjkekayaan daerah;

dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan

keuangan dan pengelolaan barang milikjkekayaan daerah,

evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.

3) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

peraturanpenyusunandankoordinasi(4)

dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang

meliputi kepegawaian, ketatausahaan,

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sarna,

hubungan masyarakat, kearsipan, dan
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pengembangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan,

terminal, pemaduan moda, dan

pengembangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan,

terminal, pemaduan moda, dan

pengembangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5) Tugas Seksi Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, persetujuan hasil

analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi, penyediaan

perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan

teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

6) Tugas Seksi Angkutan dan Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan terminal tipe B, rencana umum jaringan trayek

antarkota dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam

trayek di jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas

ekonomi angkutan orang dalam trayek, fasilitasi perizinan

angkutan orang dalam trayek antarkota antarprovinsi,

penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi

dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasmya

melampaui daerah kota jkabupaten dalam 1 (satu) Daerah

provinsi, perizinan angkutan orang angkutan antar jemput

antarkota dalam provinsi, penyediaan angkutan umum

untuk jasa angkutan barang lintas daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) daerah provinsi, teknologi informasi

angkutan jalan, serta fasilitasi perizinan angkutan orang

tidak dalam trayek lainnya.

7) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan
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angkutanpelayaran,angkutanterkait

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan angkutan pemaduan moda, reneana umum

jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan

yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupatenjkota dan

pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten

dalam 1 (satu) daerah provinsi, fasilitasi angkutan perintis

dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan

pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi,

reneana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan

provinsi, penetapan reneana induk perkeretaapian provinsi,

penetapan reneana induk dan DLKRjDLKP pelabuhan

pengumpan regional, pengelolaan data dan informasi

transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan

komunikasi transportasi, serta pengembangan

transportasi.

8) Tugas dan Fungsi Bidang Pelayaran

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pe1aksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang pelayaran.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa

terkait angkutan pelayaran, angkutan

pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,
danau, dan penyeberangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa

terkait angkutan pelayaran, angkutan

pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,

danau, dan penyeberangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa

- 53 -



pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,

danau, dan penyeberangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

9) Tugas Seksi Kepelabuhanan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan

pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan

untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan

dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani

trayek lintas daerah kabupaterr/ kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah

perairan pelabuhan pengurnpan regional, serta perizinan

reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan

regional, perizinan usaha badan usaha pelabuhan di

pelabuhan pengumpan regional, perizinan pengoperasmn

pelabuhan dan perizinan pengoperasian pelabuhan selama

24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional, serta

perizinan pengelolaan terminal un tuk kepen tingan sendiri

(TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan

regional.

10) Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan

Pelayaran

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili

dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar

daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi,

serta perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang,

Jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan

pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau

peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri

dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah

kabupatenJkota dalam wilayah Provinsi.
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antarbeserta muatannya pada lintas penyeberangan

daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi.

11) Tugas Seksi Angkutan Rakyat, dan Angkutan Sungai,

Danau, dan Penyeberangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang

perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang

beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah

kabupatenj'kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan an tar

Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional, penetapan

lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal

antar daerah kabupaten Zkota dalam daerah provinsi yang

terletak pada jaringan jalan provinsi dan/ atau jaringan

jalur penyeberangan prOVInSl, penetapan lintas

penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk

kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar

daerah kabupaterr/ kota dalam daerah provinsi yang

terletak pada jaringan jalan provinsi dan/ atau jaringan

jalur penyeberangan provmsi, serta tarif angkutan

penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan
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menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,

Sekretariattugas,melaksanakanDalam

b. Tugas dan Fungsi

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organrsasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi

KEPALA

SEKRETARIAT

I
SUBBAGIAN SUBBAGlAN SUBBAGIAN

PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN EVALUASI KEUANGAN DAN UMUM

I I I I
BIDANGLALU BIDANG ANGKUTAN BIDANG BlDANG

PERKERETAAPIANDANL1NTASJALAN JALAN PELAYARAN PENGEMBANGAN

I I I I
SEKSI SEKSIANGKUTAN SEKSI SEKSI,-- MANAJEMEN LALU f-- ORANG DALAM I-- KEPELABUHANAN I-- PERKERETAAPIANLlNTAS JALAN TRAYEK

SEKSIANGKUTAN SEKSI BADAN USAI-IA SEKSI
r-- REKAYASA LALU - ORANG TIDAK DAI,AM I-- DAN JASA TERKAIT f-- L1NGKUNGANLINTAS JALAN TRAYEK DAN ANGKUTAN

ANGKUTAN BARANG PELAYARAN PERHUBUNGAN

SEKSI SEKSI ANGKUTAN SEKSI PEMADUAN
KESELAMATAN PELAYARAN RAk'YAT MODADAN"-

LAW LINTAS DAN - SEKSJTERMINAL '-- DAN ANGKUTAN '-- TEKNOLOGI
ANGKUTAN JALAN SUNGAI, DANAU. DAN PERHUBUNGAN

PENYRRi".RA NfTAN

7. Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas

Perhubungan Provinsi Tipe A pada Wilayah Geografis Daratan dengan

fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran, dan

perkeretaapian

a. Susunan Organisasi
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undangan.

5) Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas Jalan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang lalu lintas jalan.

b) Fungsi

Dalam rnelaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas

Jalan rnenyelenggarakan fungsi:

serta penyusunan peraturan perundang-laksana,

kerurnahtanggaan, kerja sama, hubungan rnasyarakat,

kearsipan, dan dokurnentasi, penataan organisasi dan tata

keuangan,ketatausahaan,kepegawaian,

perundang-undangan;

(5) pengelolaan barang milikjkekayaan daerah;

dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas

Perhubungan Provinsi.

3) Tugas Subbagian Keuangan

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

keuangan dan pengelolaan barang rnilikjkekayaan daerah.

4) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Urnum

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

peraturanpenyusunandankoordinasi(4)

dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas

Perhubungan Provinsi;

(2) pernberian dukungan adrninistrasi yang

rneliputi kepegawaian, ketatausahaan,

keuangan, kerurnahtanggaan, kerja sarna,

hubungan masyarakat, kearsipan, dan
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(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas,

dan keselamatan lalu lintas dan angkutan

jalan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas,

dan keselamatan lalu lintas dan angkutan

jalan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas

dan angkutan jalan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

6) Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, dan persetujuan

hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi.

7) Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan

penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas

jalan.

8) Tugas Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan

inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik

fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi

manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,

fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas

dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan

umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan

hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

9) Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Jalan

a) Tugas

- 58 -



(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

10) Tugas Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana

umum jaringan trayek antarkota dalam provinsi, perizinan

angkutan orang dalam trayek di jalan antarkota dalam

provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek,

fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek antarkota

an tarprovinsi.

11) Tugas Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan

Angkutan Barang

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi

dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasmya

melampaui daerah kotaj kabupaten dalam 1 (satu) Daerah

provinsi, perizinan angkutan orang angkutan antar jemput

antarkota dalam provinsi, penyediaan angkutan umum

untuk jasa angkutan barang lintas daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) daerah provmsi, teknologi informasi

(3)

penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang angkutan orang dan barang, dan

terminal;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang angkutan orang dan barang, dan

terminal;

penympan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang angkutan orang dan barang, dan

terminal; dan

(2)

Melaksanakan penYIapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang angkutan jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan Jalan

menyelenggarakan fungsi:

(1)

- 59-



pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,

danau, dan penyeberangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa

terkait angkutan pelayaran, angkutan

pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,

danau, dan penyeberangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

14) Tugas Seksi Kepelabuhanan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

angkutanpelayaran,terkait angkutan

angkutan jalan, serta fasilitasi penzman angkutan orang

tidak dalam trayek lainnya.

12) Tugas Seksi Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan terminal tipe B.

13) Tugas dan Fungsi Bidang Pelayaran

a) Tugas

Melaksanakan penympan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang pelayaran.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa

terkait angkutan pelayaran, angkutan

pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,

danau, dan penyeberangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
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pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan

pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan

untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan

dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani

trayek lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah

perairan pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan

reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan

regional, perizinan usaha badan usaha pelabuhan di

pelabuhan pengumpan regional, perizinan pengoperasian

pelabuhan dan perizinan pengoperasian pelabuhan selama

24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional, serta

perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri

(TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan

regional.

15) Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan

Pelayaran

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili

dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar

daerah kabupaten Zkota dalam wilayah daerah Provinsi,

serta perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang,

Jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan

pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau

peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri

dan depo peti kemas pelabuhan an tar daerah

kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.

16) Tugas Seksi Angkutan Rakyat, dan Angkutan Sungai,

Danau, dan Penyeberangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang

perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang

beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah

kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar

Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional, penetapan
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perhubungan, pemaduan moda, dan teknologi

perhubungan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang perkeretaapian, lingkungan

perhubungan, pemaduan moda, dan teknologi

perhubungan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang perkeretaapian, lingkungan

perhubungan, pemaduan moda, dan teknologi

perhubungan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

18) Tugas Seksi Perkeretaapian

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penympan

bidang

kebijakan di

lingkungan

bahan perumusan

perkeretaapian,

(1)

transportasi.

b) Fungsi

antarbeserta muatannya pada lintas penyeberangan

daerah kabupateny kota dalam daerah provinsi.

17) Tugas Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang perkeretaapian dan pengembangan

lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal

antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang

terletak pada jaringan jalan provinsi dan.' atau jaringan

jalur penyeberangan provinsi, penetapan lintas

penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk

kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar

daerah kabupaten / kota dalam daerah provinsi yang

terletak pada jaringan jalan provinsi dan/ atau jaringan

jalur penyeberangan provinsi, serta tarif angkutan

penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan
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penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi

prasarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya

melintasi batas daerah kabupaten /Iccta, penetapan

jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah

1 (satu) daerah kabupaten Zkota dalam 1 (satu) daerah

provmsi, penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada

jaringan jalur kereta api provinsi, penerbitan izin operasi

sarana perkeretaapian umum yang jarmgan jalurnya

melintasi batas Daerah kabupaten Zkota dalam 1 (satu)

Daerah provlllsl, dan penetapan jaringan pelayanan

perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi.

penerbitan izm pengadaan atau pembangunan

perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur

kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu)

Daerah kabupaterr/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

19) Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan

jalan provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapian

provllls1, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP

pelabuhan pengumpan regional,

20) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan angkutan pemaduan moda, rencana umum

jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan

yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan

pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten

dalam 1 (satu) daerah provinsi, fasilitasi angkutan perintis

dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan

pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi,

pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan

sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi,

serta pengembangan transportasi.
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menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,

Sekretariattugas,melaksanakanDalam

b. Tugas dan Fungsi

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b} Fungsi

KEPALA

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANMN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM

I
BIDANGLALU BIDANG BIDANG
LINTAS DAN PENGEMBANGANDAN

ANGKUTAN JALAN PELAYARAN PERKERETMPIAN

I I

I-- SEKSI LAW i-- SEKsr t-- SEKS[
LlNTAS JALAN KEPELABUHANAN PERKERETMPIAN

SEKSI BADAN USAHA SEKS[
f-- SEKSI ANGKUTAN - DAN JASA TI!:RKA!T i-- LlNGKUNGANANGKUTAN

PELAYARAN PERHUBUNGAN

SEKSI ANGKUTAN SEKS[ PEMADDAN
PELAYARAN RAKYAT MODA DAN'-- SEKSI TERMINAL - DAN ANGKUTAN '--

TEKNOLOGl
SUNGA!. DANAU. DAN PERHUBUNGAN
PRNYRRRRANGAN

8. Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas

Perhubungan Provinsi Tipe B pada Wilayah Geografis Daratan dengan

fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran, dan

perkeretaapian

a. Susunan Organisasi
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undangan.

4) Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perurnusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

b) Fungsi

Dalarn rnelaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan

serta penyusunan peraturan perundang-laksana,

kerurnahtanggaan, kerja sarna, hubungan rnasyarakat,

kearsipan, dan dokurnentasi, penataan organisasi dan tata

keuangan,ketatausahaan,kepegawaian,

keuangan dan pengelolaan barang rnilikJkekayaan daerah,

evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.

3) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Urnurn

Melakukan penympan bahan pelaksanaan urusan

program, anggaran, pelaksanaan urusanrencana,

perundang- undangan;

(5) pengelolaan barang rnilikJkekayaan daerah;

dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penympan bahan penyusunan rencana

peraturanpenyusunandankoordinasi(4)

dokurnen tasi;

(3) penataan organisasi dan tata Iaksana;

anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas

Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang

meliputi kepegawaian, ketatausahaan,

keuangan, kerurnahtan ggaan, kerja sama,

hubungan rnasyarakat, kearsipan, dan
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terminal;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan

terminal;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan

terminal; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5) Tugas Seksi Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, persetujuan hasil

analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi, penyediaan

perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan

teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

6) Tugas Seksi Angkutan dan Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana

umum jaringan trayek antarkota dalam provinsi, perizinan

angkutan orang dalam trayek di jalan antarkota dalam

provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek,

fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek antarkota

antarprovinsi, penetapan wilayah operasi dan perizinan

angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah

operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1

(satu) Daerah provinsi, perizinan angkutan orang angkutan

antar jemput antarkota dalam provmsi, penyediaan

angkutan umum untuk jasa angkutan barang lintas daerah

kabupaten Zkota dalam 1 (satu) daerah provinsi, teknologi

informasi angkutan jalan, serta fasilitasi perizman

angkutan orang tidak dalam trayek lainnya.

7) Tugas Seksi Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan terminal tipe B.
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8) Tugas dan Fungsi Bidang Pelayaran

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang pelayaran.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa

terkait angkutan pelayaran, angkutan

pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,

danau, dan penyeberangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa

terkait angkutan pelayaran, angkutan

pelayaran rakyat, dan angkutan sungal,

danau, dan penyeberangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa

terkait angkutan pelayaran, angkutan

pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,

danau, dan penyeberangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

9) Tugas Seksi Kepelabuhanan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan

pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan

untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan

dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani

trayek lintas daerah kabupaterr/ kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah

perairan pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan

reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan
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regional, perizinan usaha badan usaha pelabuhan di

pelabuhan pengumpan regional, perizinan pengoperasian

pelabuhan dan perizinan pengoperasian pelabuhan selama

24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional, serta

perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri

(TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan

regional.

10) Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan

Pelayaran

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili

dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar

daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi,

serta perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang,

Jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan

pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau

peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri

dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah

kabupaten Zkota dalam wilayah Provinsi.

11) Tugas Seksi Angkutan Rakyat, dan Angkutan Sungai,

Danau, dan Penyeberangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang

perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang

beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah

kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar

Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional, penetapan

lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal

antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang

terletak pada jaringan jalan provinsi dan/ atau jaringan

jalur penyeberangan provmsr, penetapan lintas

penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk

kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar

daerah kabupaterr/ kota dalam daerah provinsi yang

terletak pada jaringan jalan provinsi darr/ atau jaringan
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transportasi.

b) Fungsi

(I) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang perkeretaapian, lingkungan

perhubungan, pemaduan moda, dan teknologi

perhubungan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang perkeretaapian, lingkungan

perhubungan, pemaduan moda, dan teknologi

perhubungan;

(3) penYlapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang perkeretaapian, lingkungan

perhubungan, pemaduan moda, dan teknologi

perhubungan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

13) Tugas Seksi Perkeretaapian

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi

prasarana perkereta a.pian umum yang jaringan jalurnya

melintasi batas daerah kabupaten Zkota, penetapan

jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah

1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah

provmsi, penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada

jaringan jalur kereta api provinsi, penerbitan izin operasi

sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya

antarbeserta muatannya pada lintas penyeberangan

daerah kabupateny kota dalam daerah provinsi.

12) Tugas Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang perkeretaapian dan pengembangan

jalur penyeberangan provinsi, serta tarif angkutan

penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan

- 69 -



melintasi batas Daerah kabupaterr/kota dalam 1 (satu)

Daerah provms1, penetapan jarmgan pelayanan

perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi,

dan penerbitan izm pengadaan atau pembangunan

perkeretapian khusus, izm operasi, dan penetapan jalur

kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu)

Daerah kabupaterr/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

14) Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan

jalan provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapian

provinsi, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP

pelabuhan pengumpan regional,

15) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan angkutan pemaduan moda, rencana umum

jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan

yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten zkota dan

pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten

dalam 1 (satu) daerah provinsi, fasilitasi angkutan perintis

dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan

pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi,

pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan

sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi,

serta pengembangan transportasi.
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menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,

Sekretariattugas,melaksanakan

SEKS[ PEMADUAN
'-- MODA DAN

PENGEMBANGAN

SEKSJ
PERKERETAAP1AN

I- SEKSl PELAYARAN

BIDANG
PELAYARANDAN
PERKERETAAPIAN

b)

- SEKSJ TERMINAL

- SEKSJ ANGKUTAN

SEKS1LALU
LfNTAS JALAN

I

BIDANGLALU
LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN

b. Tugas dan Fungsi

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

Fungsi

Dalam

I

SUBBAGfAN
KEPEGAWAIAN
DAN UMUM

SUBBAOfAN
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

I

SEKRETARIAT

KEPALA

9. Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas

Perhubungan Provinsi Tipe C pada Wilayah Geografis Daratan dengan

fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran, dan

perkeretaapian

a. Susunan Organisasi
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undangan.

4) Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perurnusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

(1) periyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan

serta penyusunan peraturan perundang-laksana,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan rnasyarakat,

kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata

keuangan,ketatausahaan,kepegawaian,

perundang- undangan;

(5) pengelolaan barang milikjkekayaan daerah;

dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan

keuangan dan pengelolaan barang milikj kekayaan daerah,

evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.

3) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penytapan bahan pelaksanaan urusan

peraturanpenyusunandankoordinasi(4)

dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas

Perhubungan Provinsi;

(2) pernberian dukungan administrasi yang

rneliputi kepegawaian, ketatausahaan,

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sarna,

hubungan masyarakat, kcarsipan, dan
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terminal;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan

terminal;

{3} penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas jalan , angkutan jalan, dan

terminal; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5) Tugas Seksi Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, persetujuan hasil

analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi, penyediaan

perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan

teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

6) Tugas Seksi Angkutan dan Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana

umum jaringan trayek antarkota dalam provinsi, perizinan

angkutan orang dalam trayek di jalan antarkota dalam

provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek,

fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek antarkota

an tarprovinsi, penetapan wilayah operasi dan perizinan

angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah

operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1

(satu) Daerah provinsi, perizinan angkutan orang angkutan

antar jemput antarkota dalam provinsi, penyediaan

angkutan umum untukjasa angkutan barang lintas daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, teknologi

informasi angkutan jalan, serta fasilitasi penzman

angkutan orang tidak dalam trayek lainnya.

7) Tugas Seksi Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan terminal tipe B.
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8) Tugas Bidang Pelayaran dan Perkeretaapian

a) Tugas

Melaksanakan penYlapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang pelayaran, perkeretaapian, pemaduan moda,

dan pengembangan transportasi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran dan

Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang pelayaran, perkeretaapian, pemaduan

moda, dan pengembangan transportasi;

(2) penYlapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang pelayaran, perkeretaapian, pemaduan

moda, dan pengembangan transportasi;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang pelayaran, perkeretaapian, pemaduan

moda, dan pengembangan transportasi; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

9) Tugas Seksi Pelayaran

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan

pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan

untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan

dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani

trayek lintas daerah kabupatenj kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah

perairan pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan

reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan

regional, perizinan usaha badan usaha pelabuhan di

pelabuhan pengumpan regional, perizinan pengoperasian

pelabuhan dan perizinan pengoperasian pelabuhan selama

24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional, perizinan

pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS)di
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dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional,

perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang

berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas

pelabuhan antar daerah kabupaten Zkota dalam wilayah

daerah Provinsi, serta perizinan usaha jasa terkait bongkar

muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan

perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut

atau perala tan jasa terkait dengan angkutan laut, tally

mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah

kabupaten Zkota dalam wilayah Provinsi, perizinan usaha

angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau

badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada

lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten Zkota dalam

Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan

pelabuhan internasional, penetapan lintas penyeberangan

dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah

kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada

jaringan jalan provmsi dao /atau jaringan jalur

penyeberangan provinsi, penetapan lintas penyeberangan

dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani

penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/

kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan

jalan provinsi dan/ atau jaringan jalur penyeberangan

provinsi, serta tarif angkutan penyeberangan penumpang

kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada

lintas penyeberangan antar daerah kabupaten Zkota dalam

daerah provinsi.

10) Tugas Seksi Perkeretaapian

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi

prasarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya

melintasi batas daerah kabupaten/kota, penetapan

jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah

1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah

provmsi, penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada

jaringan jalur kereta api provinsi, penerbitan izin operasi
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sarana perkeretaapian urnurn yang jarmgan jalurnya

rnelintasi batas Daerah kabupateny kota dalam 1 (satu)

Daerah provmsi, penetapan jaringan pelayanan

perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi,

serta penerbitan izm pengadaan atau pembangunan

perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur

kereta api khusus yang jaringannya rnelebihi 1 (satu)

Daerah kabupaterr/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

11) Tugas Seksi Pernaduan Moda dan Pengernbangan

Melakukan penyiapan bahan perurnusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan angkutan pernaduan moda, rencana urnurn

jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan

yang rnelarnpaui batas 1 (satu) daerah kabupaten Zkota dan

pedesaan yang rnelarnpaui 1 (satu) daerah kabupaten

dalarn 1 (satu) daerah provinsi, fasilitasi angkutan perintis

dalarn provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan

pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi,

rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan

provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapia.n provinsi,

penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan

pengurnpan regional, pengelolaan data dan informasi

transportasi, pengelolaan sistern inforrnasi manajemen dan

kornunikasi transportasi, serta pengembangan

transportasi.
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menyelenggarakan fungsi:

Sekretariattugas,melaksanakan

b)

b. Tugas dan Fungsi

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

Fungsi

Dalam

KEPALA

SEKRETARIAT

I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGTAN

PE:RENCANAAN KE:PE:GAWAJAN
DAN EVALUASI KEUANGAN DANUMUM

I I I I
BIDANG LALU BIDANG ANGKUTAN SIDANG SIDANG

PENGEMBANGANLINTAS DAN SARANA PRASARANA DAN KESELAMATAN

I I I _I

SEKSI SEKSI Pl>MADUAN

I- MANAJEMEN LALU - SEKSI ANGKUTAN ~ SEKSIPERENCANAAN - MODA DAN
DALAM TRAYEl< PRASARANA TEKNOLOGI

LINTAS PERHUBUNGAN

SEKSI ANOKUTAN SEKSI SEKSI
I-- S8KSIREKAYASA '-- TIDAl( DALAM TRAYEK ,- PEMBANGUNAN r- LlNGKUNGANLALU LINTAS DAN ANGKUTAN

PRASARANA PERHUBUNGANBARANG

SEKSJ ANALlSIS SEKSI PENGUJIAN SEKSI SEKS[
'-- DAMPAK LALU '--

SARANA - PENGOPERASIAN '-- KESELAMATANLINTAS PRASARANA

10. Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaterr/Kota Tipe A pada Wilayah Geografis

Kepulauan dengan Fokus Sub Urusan Sesuai dengan Moda

Transportasi yang Dilayani pada Wilayah Masing-Masing

a. Susunan Organisasi

- 77 -



undangan.

5) Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang lalu lintas.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas

perundang-serta penyusunan peraturanlaksana,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata

keuangan,ketatausahaan,kepegawaian,

perundang-undangan;

(5) pengelolaan barang milikjkekayaan daerah;

dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Melakukan penYlapan bahan penyusunan rencana

rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas

Perhubungan Provinsi.

3) Tugas Subbagian Keuangan

Melakukan penympan bahan pelaksanaan urusan

keuangan dan pengelolaan barang milikj kekayaan daerah.

4) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

peraturanpenyusunandankoordinasi

dokumentasi;

penataan organisasi dan tata laksana;(3)

(4)

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,

anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas

Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang

meliputi kepegawaian, ketatausahaan,

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, kearsipan, dan
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menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu

lintas, dan analisis dampak lalu lintas;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu

lintas, dan analisis dampak lalu lintas;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu

lintas, dan analisis dampak lalu lintas; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

6) Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota,

penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan

pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang

terletak pada jaringan jalan kabupateny kota dan/ atau

jaringan jalur kereta api kabupaterr/kota, penetapan lintas

penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk

kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah

kabupateny kota, penetapan rencana induk perkeretaapian

kabupaten /kota, penetapan jaringan jalur kereta api yang

jarmgannya dalam 1 (satu) Daerah kabupateny kota, dan

penetapan Jarmgan pelayanan perkeretaapian pada

jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota.

7) Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaterr/Kota

dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan

kabupaten / kota.

8) Tugas Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
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persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan

kabupaten / kota.

9) Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan dan Sarana

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang angkutan dan sarana.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan dan

Sarana menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang angkutan orang, angkutan barang, dan

pengujian sarana;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang angkutan orang, angkutan barang, dan

pengujian sarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang angkutan orang, angkutan barang, dan

pengujian sarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

10) Tugas Seksi Angkutan Dalam Trayek

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang

dalam Daerah kabupaten/kota, penetapan kawasan

perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1

(satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan rencana umum

jarmgan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah

kabupaten/kota, penetapan rencana umum jaringan trayek

pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah

kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan

orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1

(satu) Daerah kabupaten Zkota, penetapan tarif kelas

ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek

antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan
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perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya

dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin usaha

angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam

Daerah kabupaterr/kota dan beroperasi pada lintas

pelabuhan di Daerah kabupaterr/ kota, penerbitan izin

usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang

perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang

beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah

kabupaten/kota, penerbitan izin trayek penyelenggaraan

angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani

trayek dalam Daerah kabupaterr/ kota yang bersangkutan,

Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas

ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas

penyeberangan dalam Daerah kabupateny kota, dan

penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang

jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah

lcabupaten./kota.
11) Tugas Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan

Barang

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang

dalam Daerah kabupateny kota, penetapan wilayah operasi

angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam

kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam

Daerah kabupaten Zkota, penerbitan izin penyelenggaraan

taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah

operasmya berada dalam Daerah kabupateny kota,

penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai

dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan

warga negara Indonesia atau badan usaha, penerbitan izin

usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai

dengan domisili badan usaha, dan penerbitan izm

pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin

operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang

jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.

12) Tugas Seksi Pengujian Sarana
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Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian

berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha

jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

13) Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang prasarana.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang perencanaan, pembangunan, dan

pengoperasian prasarana;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang perencanaan, pernbangunan, dan

pengoperasian prasarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang perencanaan, pembangunan, dan

pengoperasian prasarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

14) Tugas Seksi Perencanaan Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penetapan rencana induk dan DLKRjDLKP pelabuhan

pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan

DLKRjDLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan

penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur

kereta api kabupatenjkota.

15) Tugas Seksi Pembangunan Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporari di bidang
, , , 1.'·-

penerbitan izm penyelenggaraan dan pembangunan

fasilitas parkir, pembangunan, penerbitan izin dan
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transportasi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan

dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
, ~.' . .: I ~,,_ , ( ,

bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,

lingkungan 'j:)(~rhubungan,dan keselamatan; .. ','

pengembangan keselamatandanbidangdi

"

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal,

Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan

Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan

pengumpan lokal, dan Penerbitan izm usaha, izm

pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian

umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah

kabupateny kota.

17) Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Keselamatan
- .a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

penerbitan izm pengoperasian pelabuhan

izin pelabuhan untukpengembanganpenerbitan

pelabuhan,

pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan

dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan

danau, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah

perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin

reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,

penerbitan izin mendirikan bangunan temp at pendaratan

dan lepas landas helikopter, dan penerbitan izin usaha, izin

pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian

umum yang Janngan jalurnya dalam l' (satu) Daerah

kabupaten Zkota.

16) Tugas Seksi Pengoperasian Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian

pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan

usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal,
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(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,

lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,

lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
18) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pemaduan moda dan pengembangan teknologi

perhubungan.

19) Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengembangan lingkungan perhubungan.

20) Tugas Seksi Keselamatan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta ievaluasi dan pelaporan di bidang audit dan

inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik

fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi

manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,

fasilitasi proniosi dan kemitraan keselamatan lalu -lintas

dan -angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan

umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan

hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
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menyelcnggarakan fungsi:

Sekretariattugas,melaksanakanDalam

b. Tugas dan Fungsi

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi

KEPALA

SEKRETARIAT

.. J
I

SUBBAOIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN K[!'PEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM

I I
BlDANG LALU BIDANG BIDANG
LINTASDAN PRASARANA PENGEMBANGAN
ANGKUTAN DAN KESELAMATAN

r--" J I
SEKsr P8RENCANAAN I SEKsr PEMADUAN

SEKSILALU MODA D/\NI-- [,]NTAS I-- DAN PEMBANGUNIIN f- TEKNOLOG!
PRIISARANII J PERHUBUNGAN

SEKSI SEKSI
I-- S8KSl ANGKUTAN I-- PENOOPERASIAN I-- LTNOKUNGAN

PRASARANA PERHUBUNGAN

'-- SEKSI PENOUJIAN '-- SEKSI PERAWATAN L- SEKSI
SARANA PI~SARANA KESELAMATAN

11. Contoh Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Unit Kerja

padaDinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe B pada Wilayah

Geografis Kepulauan dengan Fokus Sub Urusan Sesuai dengan Moda

Transportasi yang Dilayani pada Wilayah Masing-Masing

a. Susunan Organisasi
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(7) koordinasi penyusunan reneana, program,

anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas

-Perhubungan Provinsi;

(8) pemberian dukungan administrasi yang

meliputi kepegawaian, ketatausahaan,

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sarna,

hubungan masyarakat, kearsipan, dan

dokumentasi;

(9) penataan organisasi dan tata laksana;

(10) koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan;

(11) pengelolaan barang milikj kekayaan daerah;

dan

(12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2) Tugas Subbagian Pereneanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan reneana

reneana, program, anggaran, pelaksanaan urusan

keuangan dan pengelolaan barang milikjkekayaan daerah,

evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.

3) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sarna, hubungan rnasyarakat,

kearsipan, dan dokurnentasi, penataan organisasi dan tata

Iaksana, serta penyusunan peraturan perundang

undangan.

4) Tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

a) Tugas

Melaksanakan .-penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

'di bidang lalu lintas dan angkutan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan menye1enggarakan fungsi:

(1) penYlapan bahan perumusan kebijakan di
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..
lalu lintas untuk jalari kabupaten Zkota.

6) Tugas Seksi Angkutan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang

dan/ atau barang dalam Daerah kabupaten/kota,

penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan
. " . ,

perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaterr/kota,

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5) Tugas Seksi Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten'/Kota,

penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan

pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang

terletak pada jaringan jalan kabupaten Zkota dany atau

jaringan jalur kereta api kabupaterr/kota, penetapan lintas

penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk
..

kapal yang melayani penyeberangan dalarn Daerah

kabupaten Zkota, perietapan rencana induk perkeretaapian

kabupaterr/kota, penetapan jaringan jalur kereta api yang

Jarmgannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten r kota, dan

penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada

jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota, penyediaan

perlengkapan jalan di jalan Kabupaten /Kota dan

pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan

kabupateny kota, dan persetujuan hasil analiais dampak

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian

sarana; dan

sarana;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian

sarana;

bidang lalu lirrtas, angkutan, dan pengujian

- 87 -



umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1

(satu) Daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan

angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan

dalam 1 (satu) Daerah kabupateny kota, penetapan tarif

kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek

antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan

perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya

dalam Daerah kabupaten Zkota, penerbitan izin usaha

angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam

Daerah kabupaten z kota dan beroperasi pada lintas

pelabuhan di Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin

usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang

perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang

beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah

kabupaten Zkota, penerbitan izin trayek penyelenggaraan

angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani

trayek dalam Daerah kabupaterr/kota yang bersangkutan,

Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas

ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas

penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan

izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan

jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah

kabupaten/kota, penetapan wilayah operasr angkutan

orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan

perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah

kabupaten/kota, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan

angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya

berada dalam Daerah kabupaterr/ kota, penerbitan izin

usaha penyeleriggaraan angkutan sungai dan danau sesuai

dengan domisili orang perseorangan warga negara

Indonesia atau badan usaha, penerbitan izin usaha

penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan

domisili badan usaha, dan penerbitan izin pengadaan atau

pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan

perietapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam

penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam

1 (satu) Daerah kabupateny kota, penetapan rencana
. -. , ~
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pengoperasian prasarana;
, .

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang perencanaan, pembangunan, dan

pengoperasian prasarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

9) Tugas Seksi Perencanaan Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta .evaluasi dan pelaporan di - bidang

penetapan rencana induk dan DLKI<jDLKP pelabuhan

pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan

DLKRjDLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan

penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur

kereta api kabupatenjkota.

10) Tugas Seksi Pembangunan Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

danpembangunan,perencanaan,

dibahan pelaksanaan .kebijakanpenyiapan

bidang

(2)

Daerah kabupatenjkota.

7) Tugas Seksi Pengujian Sarana

Melakukan penyiapan bahan perumusari dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian

berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha

jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

8) Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang prasarana.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang perencanaan, pembangunan, dan

pengoperasian prasarana;
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penerbitan izm penyelenggaraan dan pembangunan

fasilitas parkir., pembangunan, .penerbitan izin, dan

pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, .pembarrgunan

dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan

danau, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah

perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin

reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,

penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan

dan lepas landas helikopter, dan penerbitan izin usaha, izin

pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian

umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah

kabupateny kota.

11) Tugas Seksi Pengoperasian Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian

pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan

usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal,

penerbitan izm pengembangan pelabuhan untuk

pelabuhan, penerbitan izm pengoperasian pelabuhan

selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal,

penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan

Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan

pengumpan lokal, dan penerbit.an izin usaha, izm
pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian

umum yang jarmgan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah

kabupaten/kota.

12) Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Keselamatan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang pengembangan dan keselarnatan

transportasi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan

dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

- 90 -



..~.
manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,

fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas

dan angkutan jalan, keselarnatan pengusahaan angkutan

umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan

hukum oleh PPNSdi bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,
.~'. ,.' . ,,:"

lingkungan perhubungan, dari;ke~elamatan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,

lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,

lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan· tugas dan

fungsinya.

13) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dr bidang

pemaduan moda dan pengernbangan teknologi

perhubungan.

14) Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan

Melakukan penyiapari bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengembangan lingkungan perhubungan,

15) Tugas Seksi Keselamatan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan

inspeksi keselamatan laiu lintas jalan di jalan provinsi, laik

fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi
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menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,

Sekretariattugas,

SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN
DAN UMUM

melaksanakan

I

BIDANG
PRASARANADAN
KESELAMATAN

b)

f- SEKSILALU
LINTAS

I

- SEKSIANOKUTAN f- SEKSI
KESELAMATAN

o_

• I"

- SEKS) PENGUJIAN '-- SEKSI
SARANA PENGEMBANGAN

BIDANGLALU
LINTASDAN
ANGKUTAN

b. Tugas dan Fungsi

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

Fungsi

Dalam

I

SUBBAGIAN
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

I
SEKRETARIAT

KEPALA

12. Contoh Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada

Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe C pada Wilayah Geografis

Kepulauan dengan Fokus Sub Urusan Sesuai dengan Moda

Transportasi yang Dilayani pada Wilayah Masing-Masing

a. Susunan Organisasi
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undangan.

4) Tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang lalu lintas dan angkutan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian

serta penyusunan peraturan perundang-laksana,

kerurnahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata

keuangan,ketatausahaan,kepegawaian,

perundang-undangan;

(5) pengelolaan barang milikjkekayaan daerah;

dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuarigan "

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan

keuangan dan pengelolaan barang milikjkekayaan daerah,

evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.

3) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Me1akukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

peraturanpenyusunandankoordinasi(4)

dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(2) pernberian .dukungan administrasi yang

meliputi kepegawaian, ketatausahaan,

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, kearsipan, dan

anggaran, evaluasi, dan pelapoian' Dinas

Perhubungan Provinsi;
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kabupaten Zkota, penetapan rencana induk perkeretaapian

kabupateny kota, penetapan jaringan jalur kereta api yang

jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaterr/kota, dan

penetapan jarmgan pelayanan perkeretaapian pada

jaringan jalur perkeretaapian kabupatenjkota, penyediaan

perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota dan

pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan

kabupaten/kota, dan -persetujuan hasil analisis dampak

lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.

6) Tugas Seksi Angkutan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan angkutan umum untuk jasa .angkutan orang

dan/ atau barang dalam Daerah kabupateny kota,

penetapan kawasan perkotaan untuk pe1ayanan angkutan

perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaterr/kota,

penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang Ialu lintas, angkutan, dan pengujian

sarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5) Tugas Seksi Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pe1aksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota,

penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan

pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten Zkota yang

terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dany atau

jaringan jalur kereta api kabupaten Zkota, penetapan lintas

penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk

kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah

sarana;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian

sarana;
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1 (satu) Daerah kabupatenz kota, penetapan rencana

umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1

(satu) Daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan

angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan

dalam 1 (satu) Daerah kabupateny kota, penetapan tarif

kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek

antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan

perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya

dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin usaha

angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam

Daerah kabupaten Zkota dan beroperasi pada lintas

pelabuhan di Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin

usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang

perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang

beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah

kabupatenjkota, penerbitan izin trayek penyelenggaraan

angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani

trayek dalam Daerah kabupatenjkota yang bersangkutan,

Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas

ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas

penyeberangan dalam Daerah kabupatenjkota, penerbitan

izin operasi sarana perkeretaapian umum yarig jaringan

jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah

kabupatenjkota, penetapan wilayah operas! angkutan

orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan

perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah

kabupaten/kota, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan

angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya

berada dalam Daerah kabupateny kota, penerbitan izin

usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai

dengan domisili orang perseorangan warga negara

Indonesia atau badan usaha, penerbitan izin usaha

penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan

domisili badan usaha, dan penerbitan izin pengadaan atau

pembangunan perkeretapian - khusus, "izin operasi, d.an

penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam

Daerah kabupatenJkota.
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dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian

petnbangunan, penerbitan izm pembangunan dan

pengoperasian pelabuhan pengumpan Iokal, pembangunan

dan danau,sungai

induk danrencanapenetapan

pelabuhan

lokal,

untuk

pengumpan

DLKRjDLKP

7) Tugas Seksi Pengujian.Sarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian

berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha

jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

8) Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana dan Keselamatan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang prasaraha, keselamatan, dan pengernbangan

transportasi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana dan

Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang prasarana, keselamatan, dan

pengembangan transportasi;

(2) penyiapan bah an pelaksanaan kebijakari di

bidang prasarana, keselamatan, dan

pengembangan transportasi;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang prasarana, keselamatan, dan

pengembangan transportasi; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

9} Tugas Seksi Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan terminal penumpang tipe C, penerbitan izin

penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir,

penetapan rencana induk dan DLKRjDLKP pelabuhan
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Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaari

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan ' di bidang

pemaduan moda, pengembangan teknologi perhubungan,

dan pengembangan lingkungan perhubungan.

pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin ,usaha badan

usaha pelabuhan di pe1abuhan pengumpul lokal,

penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuh,

penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam

untuk pe1abuhan pengumpan loka1, penerbitan 1Z111

pekerjaan pengerukan di wi1ayah perairan pelabuhan

pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah

perairan pelabuhan, pengumpan loka1, penerbitan izin

pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)di

dalam DLKRjDLKP 'pelabuhan pengumpan Iokal,

penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan

dan lepas landas helikopter, penerbitan izin usaha, izin

pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian

umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah

kabupaten/kota, dan penetapan kelas stasiun untuk

stasiun padajaringan jalur kereta api kabupatenjkota.

10) Tugas Seksi Keselamatan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan

inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, .laik

fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi

manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,

fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas

dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan

umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan

hukum oleh PPNSdi bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

11) Tugas Seksi Pengembangan
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menyelenggarakan fungsi:

Sekretariattugas,melaksanakan

b)

b. Tugas dan Fungsi

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

Fungsi

Dalam

KEPALA

SEKRETARIAT

I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN

PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN EVALUASI KEUANGAN D'\N UMUM

I 1 l I
BIDANG LALU BIDANG ANGKUTAN BIDANG BIDANG

PENGEMBANGANLlNTAS DAN SARANA PRASARANA DAN KESELAMATAN

I I I I
SEKSI S[,KSI PERENCANl,AN SEKSIPEMADUAN- MANAJEMI!:N LALU I- SEKS] AN.GKllTAN· I-- DAN PEMBANGUNAN I-- MODADAN

DALAM TRAYEK PRASARANA TEKNOLOGI
LINTAS JALAN PERHUBUNGAN

.,--
SEKSIREKAYASA SI':KSI ANGKUTAN SEKSI SEKSi

e-- LALU LlNTAS I-- TlDAK DALAM TRAYEK I-- PENGOPERASIAN I- LINGKUNGANDAN ANGKUTAW
JALAN BARANG PRASARANA PERHUBUNOAN

...

SEKSI ANALlS1S SEKSI PENGUJIAN SEKS[ PERAWATAN SEKSI'-- DAMPAK LALU '-- SARANA '-- PRASARANA '-- KESELAMATANL1NTAS

13. Contoh Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Unit Kerja

padaDinas Perhubungan Kabupaterr/Kota Tipe A pada Wilayah

Geografis Daratan dengan Fokus Sub Urusan Sesuai dengan Moda

Transportasi yang Dilayani pada Wilayah Masing-Masing

a. Susunan Organisasi
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b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang laiu lintas.

5)

masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4) koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan;

(5) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

rencana, prograrn, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas

Perhubungan Provinsi.

3) Tugas Subbagian Keuangan

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.

4) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata

laksana, serta penyusunan peraturan perundang

undangan.

keuangan,

hubungan

kepegawaian, ketatausahaan,

kerumahtanggaan, kerja sarna,

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,

anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas

Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
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persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan

kabupaterr/ kota.

bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu

lintas,dan analisis dampak lalu lintas;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijak~r: di

bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu

lintas, dan analisis dampak lalu lintas;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu

lintas, dan analisis dampak lalu lintas; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

6) Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaterr/Kota,

penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan

pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang

terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota darr/ atau

jaringan jalur kereta api kabupaten Zkota, penetapan lintas

penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk

kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah

kabupaterr/kota, penetapan rencana induk perkeretaapian

kabupaten/kota, penetapan jaringan jalur kereta api yang

Jarmgannya dalam 1 (satu) Daerah kabupatenj kota, dan

penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada

jaringan jalur perkeretaapian kabupateny kota.

7) Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan da~ pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi 'dan pelaporan·· di bidang
'. . .

penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaterr/Kota
dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk 'jaringan jalan

kabupaten / kota.

8) Tugas Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
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fungsinya,

10) Tugas Seksi Angkutan Dalam Trayek

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang

dalam Daerah kabupatenjkota, penetapan kawasan

perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaari 'dalam 1

(satu) Daerah kabupateny kota, penetapan rencana umum

jarmgan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah

kabupaten/kota, penetapan rencana umum jaringan trayek

pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah

kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan

orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1

(satu) Daerah kabupaten Zkcta, penetapan tarif kelas

ekonomi untuk angkutan orang yang me1ayani trayek

antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan

perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya

dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin usaha

9) Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan dan Sarana

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang angkutan dan sarana.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan dan

Sarana menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang angkutan orang, angkutan barang, dan

pengujian sarana;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang angkutan orang, angkutan barang, dan

penguj ian sarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang angkutan orang, angkutan barang, dan

pengujian sarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

".,': '.:." .
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warga negara Indonesia atau badan usaha, penerbitan iziri

usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai

dengan domisili badan usaha," dan penerbitan lZ111

pengadaan atau pernbangunan perkeretapian khusus, izm

operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang

jaringannya dalam Daerah kabupaterr/kota.
12) Tugas Seksi Pengujian Sarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian

angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam

Daerah kabupaten Zkota dan beroperasi pada lintas

pe1abuhan di Daerah kabupaten Zkota, penerbitan izin

usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang

perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang

beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah

kabupaten/kota, penerbitan izin trayek penyelenggaraan

angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani

trayek dalam Daerah kabupaten Zkota yang bersangkutan,

Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas

ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas

penyeberangan dalam Daerah kabupaten Zkota, dan

penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang

jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah

kabupaten / kota.

II} Tugas Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan

Barang

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan angkutan umum urituk jasa .angkutan barang

dalam Daerah kabupaten/kota, penetapan wilayah operasi

angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam

kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam

Daerah kabupaterr/kota, penerbitan izin penyelenggaraan

taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah

operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota,

penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai

dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan
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berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha

jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

13) Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang prasarana.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana

menyelenggarakan fungsi:

(1) penytapan bahan perumusan kebijakan di

bidang perencanaan, pembangunan, dan

pengoperasian prasarana;

(2) penytapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang perencanaan, pembangunan, dan

pengoperasian prasarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang perencanaan, pembangunan, dan

pengoperasian prasarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

14) Tugas Seksi Perencanaan Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penetapan rencana induk dan DLKRjDLKP pelabuhan

pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan

DLKRjDLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan

penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur

kereta api kabupatenjkota.

15) Tugas Seksi Pembangunan Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penerbitan izm penyelenggaraan dan pembangunan

fasilitas parkir, pembangunan, penerbitan 12111 dan

pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan

dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan
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Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakari,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang pengembangan dan keselamatan

transportasi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengernbangan

dan Keselamatan i:nenyelenggarakan fungsi: _.

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,

lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakari· di

bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,

danau, penerbitan izin pekerjaan pengerukan d{ wilayah

perairan pelabuhan pengumpan lokal, .penerbitan izin

reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,

penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan

dan lepas landas helikopter, dan penerbitan izin usaha, izin

pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian

umum yang jarmgan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah

kabupatenjkota.

16) Tugas Seksi Pengoperasian Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian

pelabuhan sungai dan danau,. penerbitan izin usaha badan

usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal,

penerbitan izm pengembangan pelabuhan untuk

pelabuhan, penerbitan izm pengoperasian pelabuhan

selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal,

penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan

Sendiri (TUKS) di dalam DLKRjDLKP pelabuhan

pengumpan lokal, dan penerbitan izm usaha, izm

pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian

umum yang jaringan jalurnya dalam 1 ··(satu) Daerah

kabupatenj kota.

17) Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Keselamatan

a) Tugas
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lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,

lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuar dengan tugas dan

fungsinya.

18) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta - evaluasi dan pelaporan di bidang

pemaduan moda dan pengembangan teknologi

perhubungan.

19) Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan

Melakukan penyiapari bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengembangan lingkungan perhubungan.

20) Tugas Seksi Keselamatan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan

inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik

fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi

manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,

fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas

dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan

umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan

hukum oleh PPNSdi bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
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menyelenggarakan fungsi:

Sekretariattugas,melaksanakanDalam

b. 'I'ugas dan Fungsi

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi

KEPALA

SEKRETARIAT

I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN

PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM

I
BlDANGLALU BlDANG BIDANG
LINTAS DAN PRASARANA PENGEMBANGAN
ANGKUTAN DAN KESELAMATAN

I I
r- .-

S~KSI PERENCANAAN SEK~;rPEMADUAN

I-- SEKSJ LALU - DAN PEMI3ANGl'NAN - MODA DAN
LINTAS PRASARANA TEKNOLOGI

PERHUBUNGAN

SEKSI SEKSI
I-- SEKSI ANGKUTAN - PENGOPERASIAN - LlNGKUNGAN

PRASARANA PERHUBUNGAN

'----- SEKSf PENGUJIAN - SEKSI PERAWATAN - SEKSI
SARANA PRASARI\.NA KESELAMATAN

14. Contoh Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Unit Kerja

padaDinas Perhubungan Kabupaten /Kota Tipe B pada Wilayah

Geografis Daratan dengan Fokus Sub Urusan Sesuai dengan Moda

Transportasi yang Dilayani pada Wilayah Masing-Masing

a. Susunan Organisasi
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dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4) koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang- undangan;

(5) pengelolaan barang milik Zkekayaan daerah;

dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan

keuangan dan pengelolaan barang milik /kekayaan daerah,

evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.

3) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata

laksana, serta penyusunan peraturan perundang

undangan.

4) Tugas Bidang Lalu Lintas dim Angkutan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang lalu lintas dan angkutan.

b} Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

dankearsipan,masyarakat,

kepegawaian, ketatausahaan,

kerumahtanggaan, kerja sarna,

meliputi

keuangan,
hubungan

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,

anggaran, .evaluasi, dan' pelaporan Dinas

Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang
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(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian

sarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang· diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5) Tugas Seksi Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penetapan rencana induk jaringan LLAJ KabupatenjKota,

penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan

pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten Zkota yang

terletak pada jaringan jalan kabupatenjkota dan/ atau
jaringan jalur kereta api kabupatenjkota, penetapan lintas

penyeberangan dan 'persetujuan pengoperasian untuk

kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah

kabupatenjkota, penetapan rencana induk perkeretaapian
, ,

kabupatenjkota, penetapan jaringan jalur kereta api yang

jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupateny kota.: dan

penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada

jaringan jalur perkeretaapian kabupatenjkota, penyediaan

perlengkapan jalan di jalan KabupatenjKota dan

pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan

kabupatenjkota, dan persetujuan hasil analisis dampak

lalu lintas untuk jalan kabupatenjkota.

6) Tugas Seksi Angkutan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan angkutan umum untuk jasa arigkutan orang

danj atau barang dalam Daerah kabupaten/kota,

penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan

perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupateri /kota,

sarana;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian

sarana;

bidarrg lalu lintas, angkutan, dan pengujian
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domisili badan usaha, dan penerbitan izin pengadaan atau

pembangunan perkeretapian khusus, ..izin operasi, dan

penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam

penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam

1 (satu) Daerah kabupaten z kota, penetapan rencana

umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1

(satu) Daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan

angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan

dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan tarif

kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek

antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan

perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya

dalam Daerah kabupateny kota, penerbitan· izin usaha

angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam

Daerah kabupaten /kota dan beroperasi pada lintas

pelabuhan di Daerah kabupaten Zkota, penerbitan izin

usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang

perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang

beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah

kabupatenjkota, penerbitan izin trayek penyelenggaraan

angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani

trayek dalam Daerah kabupatenjkota yang bersangkutan,

Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas

ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas

penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan

izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan

jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah

kabupaten/kota, penetapan wilayah operas} angkutan

orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan

perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah

kabupaten Zkota, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan

angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya

berada dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin

usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai

dengan domisili orang perseorangan warga negara

Indonesia atau badan usaha, penerbitan izin usaha

penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan
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Daerah kabupaten/kota.

7) Tugas Seksi Pengujian Sarcina

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan' pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian

berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha

jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

8) Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang prasarana.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang perencanaan, pembangunan, dan

pengoperasian prasarana;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang perencanaan, pembangunan, dan

pengoperasian prasarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang perencanaan, pembangunan, dan

pengoperasian prasarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

9) Tugas Seksi Perencanaan Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan

pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan

DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan

penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur

kereta api kabupaten/kota.

10) Tugas Seksi Pembangunan Prasarana

Melakukan penyiapari bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta e'_;'aluasi dan pelaporan di bidang
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penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan

fasilitas parkir, pembangunan, penerbitan izin dan

pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan

dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan

danau, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah

perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin

reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,

penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan

dan lepas landas helikopter, dan penerbitan izin usaha, izin

pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian

umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah

kabupaten zkota.

11) Tugas Seksi Pengoperasian Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal,

penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan

danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di

pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan 1Z1n

pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan

izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk

pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan lZ111 pengelolaan

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam

DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, dan penerbitan

izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana

perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1

(satu) Daerah kabupaten/kota.

12) Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Keselamatan

a) Tugas

Melaksanakan penYlapan perurnusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang pengembangan dan keselamatan

transportasi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan

dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
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bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,

lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,

lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,

lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

13) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan· di bidang

pemaduan moda dan pengembangan teknologi

perhubungan.

14) Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengembangan lingkungan perhubungan.

15) Tugas Seksi Keselamatan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan

inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik

fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi

manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,

fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas

dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan

umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan

hukum oleh PPNSdi bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
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b. Tugas dan Fungsi

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada se1uruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

SEKSJ
PENGEMBANGAN

SEKSI
KESELAMATAN

- SEKSI PRASARANt.

I

B1DANG
PRASARANA DAN
KESELAMATAN

I

SEKSI PENGUJIAN
SARANA

S8KSI ilNOKUTAN.

.___---_ ...-

SEKSILALU
UNTAS

I

BIDANG LALU
LTNTASDAN
ANGKUTAN

I

SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN
DAN UMUM

SUBBAGIAN
PERENCANMN
DAN KEUANGAN

I
SEKRETARIAT

KEPALA

15. Contoh Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Unit Kerja

padaDinas Perhubungan Kabupaterr/Kota Tipe C pada Wilayah

Geografis Daratan dengan Fokus Sub Urusan Sesuai dengan Moda

Transportasi yang Dilayani pada Wilayah Masing-Masing

a. Susunan Organisasi
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(1) koordinasi penyusunan rencana, program,

anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas

Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang

meliputi kepegawaian, ketatausahaan,

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, kearsipan, dan

dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana; .

(4) koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang- undangan;

(5) pengelolaan barang milikjkekayaan daerah;

dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan

keuangan dan pengelolaan barang milikj kekayaan daerah,

evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.

3) Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata

laksana, serta penyusunan peraturan perundang

undangan.

4) Tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang lalu lintas dan angkutan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
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(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5) Tugas Seksi Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penetapan rencana induk jaringan LLAJKabupaten./Kota,

penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan

pengoperasian kapal dalam Daerah kabupatenjkota yang

terletak pada jaringan jalan kabupaterr/Icota dan.' atau

jaringan jalur kereta api kabupaterr/kota, penetapan lintas

penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk

kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah

kabupaten/kota, penetapan rencana induk perkeretaapian

kabupaten/kota, penetapan jaringan jalur kereta api yang
,. ' .'. . ~

jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaterr/kota, dan

penetapan Jarmgan pelayanan perkeretaapian pada

jaringan jalur perkeretaapian kabupateny kota, penyediaan

perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota dan

pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan

kabupaten /kota, dan persetujuan hasil analisis dampak

lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.

6) Tugas Seksi Angkutan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang

dany atau barang dalam Daerah kabupaten/kota,

penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan

perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaterr/kota,

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian

sarana; dan

sarana;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian

sarana;

dan ..pengujianbidang "lalu lintas, angkutan,
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angkutan kawasan '-tertentu yang wilayah .operasinya
" . . .., ,', , ~

berada dalam Daerah kabupateny kota, penerbitan izin

usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai

dengan domisili orang perseorangan warga negara

Indonesia atau badan usaha, penerbitan izin usaha

penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan

domisili badan usaha, dan penerbitan izin pengadaan atau

pembangunan perkeretapian khusus, .izin operasi, dan.

penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam

kabupatenjkota, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan

penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam

1 (satu) Daerah kabupatenjkota, penetapan rencana

umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1

(satu) Daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan

angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan

dalam 1 (satu) Daerah kabupatenjkota, penetapan tarif

kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek

antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan

perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya

dalam Daerah kabupatenjkota, penerbitan izin usaha

angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam

Daerah kabupatenjkota dan beroperasi pada lintas

pelabuhan di Daerah kabupatenjkota, penerbitan izin

usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang

perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang

beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah

kabupatenjkota, penerbitan izin trayek penyelenggaraan

angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani

trayek dalam Daerah kabupatenjkota yang bersangkutan,

Penetapan tarif angkutan penyeberangan penurnpang kelas

ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas

penyeberangan dalam Daerah kabupatenjkota, penerbitan

izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jarmgan

jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah

kabupatenjkota, penetapan wilayah operasi angkutan

orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan

perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah
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Daerah kabupaten/kota.

7) Tugas Seksi Pengujian Saran a

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian

berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha

jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

8) Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana dan Keselamatan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan

transportasi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang prasarana, keselamatan, dan

pengembangan transportasi;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang prasarana, keselamatan, dan

pengembangan transportasi;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang prasarana, keselamatan, dan

pengembangan transportasi; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

9) Tugas Seksi Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan terminal penumpang tipe C, penerbitan izin

penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir,

penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan

pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan

DLKRjDLKP untuk pelabuhan sungai dan danau,

pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan

pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan
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stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupatenjkota.

10) Tugas Seksi Keselamatan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan

inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik

fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi

manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,

fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas

dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan

umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan

hukum oleh PPNSdi bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian
pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan

usaha pelabuhan 'di pelabuhan pengumpul lokal,

penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuh,

penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 Jam

untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izm

pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan

pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah

perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin

pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)di

dalam DLKRjDLKP pelabuhan pengumpan lokal,

penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan

dan lepas landas helikopter, penerbitan izin usaha, izin

pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian

umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu)' Daerah

kabupatenjkota, dan penetapan kelas stasiun untuk
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Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya

BUDr KARYA SUMADI

ttd

MENTERIPERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

11) Tugas Seksi Pengembangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan

moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan

pengembangan lingkungan perhubungan.
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